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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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PUTUSAN 

Nomor 844/Pdt.G/2022/PA.ME. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara cerai talak antara: 

PEMOHON,NIK XX, tempat dian tanggal lahir: XX, 17 Juli 1987, umur 35 tahun, 

agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, alamat di XX, 

Kabupaten Muara Enim, sebagai Pemohon; 

melawan 

TERMOHON,  NIK XX, tempat dan tanggal lahir: XX, 12 Oktober 1990, umur 31 

tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, alamat 

di XX, Kabupaten Muara Enim, sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 

September 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Muara Enim dengan Register Perkara Nomor 844/Pdt.G/2022/PA.ME., tanggal 

26 September 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2008 telah dilangsungkan perkawinan 

antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan 

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah 

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX, Kabupaten 

Muara Enim sebagaimana tercatat dalam kutipan Akte Nikah No. XX; 

 

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan 

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah 

kediaman orang tua Termohon di XX, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten 

Muara Enim selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu pindah bertempat 

tinggal di kediaman bersama di XX, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten 

Muara Enim. 

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul 

sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak 

yang bernama: 

1. ANAK PETAMA, saat ini berusia 12 tahun, berada dalam asuhan 

Pemohon; 

2. ANAK KEDUA, saat ini berusia 11 tahun, berada dalam asuhan 

Pemohon; 

5. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan  Termohon rukun dan 

harmonis selama kurang lebih 6 tahun, akan tetapi sejak bulan Mei 2014 

rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon sering keluar rumah 

tanpa seizin Pemohon, anak – anak Pemohon dan Termohon tidak terurus, 

saat ditanyakan oleh Pemohon, Termohon tidak senang dan marah – 

marah; 

6. Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon selalu berselisih paham secara 

terus menerus; 

7. Bahwa pada bulan November 2020, Termohon masih juga belum berubah, 

saat itu Termohon bersama teman Termohon pergi dan sudah satu malam 

tidak pulang kerumah tanpa izin Pemohon, saat Termohon pulang kerumah, 

Pemohon menasehati Termohon secara baik – baik, akan tetapi Termohon 

marah- marah dan berkata kasar kepada Pemohon, sehingga saat itu juga 

Termohon pergi dari rumah kediaman bersama; 

 
8. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai 

dengan saat ini terhitung, 1 tahun 10 bulan lamanya;  

9. Bahwa sampai dengan saat ini Termohon tidak ada itikad baik untuk 

meminta maaf kepada Pemohon dan kembali menjalin hubungan rumah 

tangga bersama Pemohon, Termohon tidak pernah menyakan kabar anak- 
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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anak Pemohon dan Termohon, sehingga saat ini Pemohon sudah 

berkeyakinan untuk berpisah dari Termohon; 

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana 

diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari 

suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian; 

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk 

mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohonatas dasar 

pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun 

dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) 

KompilasiHukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan 

permohonan cerai talak ini dikabulkan; 

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara; 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Muara Enim untuk berkenan menerima, memeriksa 

dan memutus perkara ini sebagai berikut: 

PRIMER: 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; 

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON (alm))  untuk menjatuhkan talak 

satu raj'i terhadapTermohon (TERMOHON)  di depan sidang Pengadilan 

Agama Muara Enim setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; 

3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon. 

Subsider: 

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequoet bono). 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di 

persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain 

untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas 

yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi 

dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu 

halangan yang sah; 

Disclaimer
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Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara 

memberi nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat 

mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi Pemohon 

tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Termohon dengan 

perubahan sebagaimana tertuang di dalam berita acara sidang; 

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, dan 

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; 

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan alat bukti berupa: 

A.   Surat: 

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX, yang dikeluarkan oleh Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim. Bukti 

tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazzegelen, kemudian 

oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.; 

B. Saksi 

1. SAKSI I. Bahwa saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon, di bawah 

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon merupakan istri 

Pemohon;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon  tinggal terakhir di rumah 

kediaman bersama di Desa Ujan Mas Baru; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;  

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun 

dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran; 

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon 

bertengkar karena masalah ekonomi yang tidak cukup;  

- Bahwa Pemohon sudah berpisah rumah dengan Termohon sejak 

lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu, 

Termohon pergi dari rumah kediaman; 

- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan 

Termohon, namun tidak berhasil;  

2. SAKSI II. Bahwa saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon, di bawah 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon merupakan istri 

Pemohon;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon  tinggal terakhir di rumah 

kediaman bersama di Desa Ujan Mas Baru; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;  

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun 

dan harmonis, namun kemudian saksi mendengar dan melihat 

Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah nafkah 

yang tidak cukup;  

- Bahwa Pemohon sudah berpisah rumah dengan Termohon sejak 

lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu, Termohon 

pergi dari rumah kediaman; 

- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan 

Termohon, namun tidak berhasil;  

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada 

pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan 

Termohon dan mohon dikabulkan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal 

sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (vide Pasal 

145 R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), 

Pemohon hadir sendiri (in person) ke persidangan, sedangkan Termohon tidak 

pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan 

oleh suatu haangan yang sah, sehingga dengan demikian, berdasarkan 

ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg, patut dinyatakan Termohon tidak hadir ke 

Disclaimer
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persidangan dan perkara a quo diperiksa sesuai dengan tata acara verstek, 

tanpa kehadiran Termohon; 

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan 

patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan 

permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek; 

Menimbang, bahwa oleh karena  itu, maka putusan atas perkara  ini 

dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek); 

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis 

Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang 

berperkara, quod est Pasal 154 R.Bg junctis Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) 

dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 

Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan 

sungguh-sungguh menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah 

tangganya dengan Termohon di setiap persidangan, akan tetapi  usaha 

tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) 

dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Termohon 

tidak hadir selama proses persidangan, maka perkara ini adalah perkara yang 

dikecualikan dari kewajiban untuk menjalankan mediasi; 

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis 

Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu legal standing Pemohon dalam 

mengajukan perkara a quo; 

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Pemohon 

mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, 

Disclaimer
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yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan 

perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, maka quod est Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama junctis Pasal 20 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a 

quo; 

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini 

adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadapTermohon dengan 

alasan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;  

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan 

oleh Pemohon adalah alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 

39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni perselisihan dan 

pertengkaran, maka secara formil, permohonan Pemohon telah beralasan 

hukum, sehingga patut untuk diperiksa lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dengan tata cara 

beracara secara verstek, namun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat 

(1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan 

dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan 

pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan dan sesuai 

dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana 

termuat di dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah mempersulit terjadinya perceraian,  
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serta karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah 

perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim 

berpendapat bahwa fakta yang harus dibuktikan Pemohon adalah unsur-unsur 

sebagai berikut: 

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya; 

2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran 

tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus 

dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap 

keutuhan kehidupan suami istri; 

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup 

rukun kembali dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis 

Hakim memberikan beban pembuktian (burden proof) kepada Pemohon guna 

membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon 

dengan Termohon; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, 

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-

masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas 

nama Pemohon dan Termohon, merupakan foto kopi dari akta autentik yang 

telah sesuai dengan aslinya dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta 

distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea 

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea 

Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 

301 ayat 2 RBg jo Pasal 1930 KUHPerdata, oleh karenanya Majelis Hakim 

menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat; 
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Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara a 

quo, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan 

pernikahan pada tanggal  12 November 2008, serta pembuatannya sengaja 

dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti 

tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis 

Hakim menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri 

dinyatakan telah terbukti; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon 

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga 

tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga 

atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon; 

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon ke 

persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah 

mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi 

dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat 

dengan Pemohon maupun Termohon, dan saksi-saksi tersebut tidak 

mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan 

masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-

saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) 

Pemohon tentang  Pemohon dengan Termohon bertengkar  karena masalah 

nafkah yang tidak cukup  yang mengakibatkan terjadinya  pisah rumah 

sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, pihak 

keluarga telah merukunkan, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat 

serta didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh 

Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat 

materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-
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Undang Hukum Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan 

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2  Pemohon saling 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 4 / 2014, yang menyatakan … permohonan perceraian dapat 

dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken 

marriage), dengan indikator sebagai berikut: 

- Sudah didamaikan, tidak berhasil 

- Telah terjadi pisah tempat tinggal; 

- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban 

sebagai suami istri 

- Tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri 

- Hal-hal yang ditemukan di persidangan (seperti ada PIL, WIL, KDRT, Judi 

dll); 

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil 

membuktikan adanya perselisihan dalam rumah tangganya; 

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha 

menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, 

maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon dengan 

Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan;  

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan ditemukan fakta 

hukum sebagai berikut: 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;  

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara 

terus menerus dan tidak mungkin dirukunkan lagi; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga 

Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan 

hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan 

bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban 

sebagai suami istri. Usaha perdamaian dengan maksud agar Pemohon dan 
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Termohon dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah diupayakan oleh 

Majelis Hakim pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat 

(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 

Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa retaknya (brokenmarriage) rumah tangga Pemohon 

dan Termohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam, sebab yang dituju dari ketentuan pasal tersebut adalah keadaan 

pecahnya perkawinan itu sendiri; 

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan 

Termohon yang demikian adanya, maka Majelis Hakim berpendapat sangat 

sulit untuk mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga bagi Pemohon dan 

Termohon, sehingga prinsip perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur 

bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan tercapai. Selain itu 

kondisi tersebut juga mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perkawinan yaitu 

mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah sebagaimana 

dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang didasarkan kepada firman 

Allah Swt dalam surat al-Rum ayat 21; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim 

berpendapat mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang 

demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru 

sebaliknya akan menimbulkan kemudaratan khususnya bagi Pemohon, 

sementara itu suatu kemudaratan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih: 

 الضّرر يزال 

Artinya: “Kemudaratan itu harus dihilangkan”. 

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan 

perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan 

kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian keadaannya, 
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Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang 

lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Pemohon 

ataupun Termohon. Hal ini sesuai dengan dalil yang termaktub dalam kitab 

Hikmatut Tasyrik Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi: 

أحل  الطّلاق  وكرهه  الا اذا كان لمصلحة تعود علي الرّجال او علي المرءة او عليهما معا انّ الشارع  الحكيم    

Artinya : “ Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya menghalalkan perceraian namun 

mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan 

bagi suami atau istri atau bagi keduanya”. 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang 

yang dekat dengan Pemohon, oleh karena itu maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan hukum di atas, maka 

permohonan Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum sebagaimana 

ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 

f Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dikabulkan dengan verstek (vide 

pasal 149 ayat (1) R.Bg.) 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi 

Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon 

untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di hadapan sidang 

Pengadilan Agama Muara Enim; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; 

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap sidang, tidak hadir;       

2.   Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;       

3.   Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 
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satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON)  di depan sidang Pengadilan 

Agama Muara Enim;  

 4.   Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara 

 sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal  7 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Suspawati, 

S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Yeni Kurniati, S.H.I, dan Weri Siswanto Bad, 

S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan 

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis 

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryam, 

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya 

Termohon;  

 

Hakim Anggota 

 

 

 

Yeni Kurniati, S.H.I. 

 

 

 

 

 

Weri Siswanto Bad, S.H.I. 

Ketua Majelis, 

 

 

 

Suspawati, S.Ag. 

 Panitera Pengganti, 

 

 

 

Maryam, S.H. 

 

Perincian biaya : 
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No. 844/Pdt.G/2022/PA.ME. 

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00 

-  Proses : Rp 50.000,00 

-  Panggilan : Rp 300.000,00 

-  PNBP : Rp 20.000,00 

-  Redaksi : Rp 10.000,00 

-  Meterai : Rp 10.000,00 

J u m l a h : Rp 420.000,00 

 
 
 
 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


